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MOTTO 
 
 
ََ اهَُّيَأايَََهْيِذَّلاَاُْىىََماََْمُكَلاَىَْمأاُْىلُْكؤَتلاََْمُكَىْيَبََِلِطَابْلاِبََ َّلِّأَََْنأَََنْىَُكتََ ةَراَجِتََْهَعََ  ضاََزتَ
َْمُكْى ِّمََ ُْىُلتَْقتََلاَوا  مْيِحَرَْمُكِبََناَكََاللهَ َّنِاَْمُكَُسفَْواا  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 
Maha Penyayang kepadamu” 
(QS. An-Nisa‟: 29) 
 
 
ََٰاللَّ َّنِاَ ِْلَدْلاِبَُزُْمؤَيََآتِْياَوَِناَسْح ِْلااَو َبَُْزقْلاَيِذَِئ َهَْىيَوًََِزَكْىُمْلاَوَِءآَشْحَفْلاَِهَعًَ
ََنْوُزََّكَذتَْمُكََّلدَلَْمُكُظِدَيَِيْغَبْلاَو﴿َ:َلحىلا۰ٓ﴾  
“Sesungguhnya Allah menuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, 
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran” 
(QS. An-Nahl: 90) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ز ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ض Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ر Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
س Ra R Er 
ص zai Z Zet 
ط sin S Es 
ix 
 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
غ ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ه lam L El 
ً mim M Em 
ُ nun N En 
ٗ wau W We 
ٓ ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ٛ ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ  Fathah A A 
 َِ   Kasrah I I 
 َُ  ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةرم Kataba 
2. شمر Żukira 
3. ةٕزٝ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٙ...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ٗ...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فٞم Kaifa 
2. ه٘ح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
xi 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ٛ...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أٛ...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ٗ...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هاق Qāla 
2. وٞق Qīla 
3. ه٘قٝ Yaqūlu 
4. ٍٜس Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هافغلأا حظٗس Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ححيغ Ṭalhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّْتس Rabbana 
2. هّضّ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّشىا Ar-rajulu 
2. هلاجىا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
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Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ومأ Akala 
2. ُٗزخأذ Taꞌkhużuna 
3. ؤْىا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ه٘سسلاإذ َّ حٍاٍ ٗ Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 َِٞىاعىا بس للهذَحىا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ِٞقصاشىاشٞخ ٖ٘ى الله ُإٗ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ُاضَٞىاٗ وٞنىا ا٘فٗأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Niken Larasati, NIM: 142.111.142, “Bisnis Waralaba Soto Seger 
Kartosuro di Semarang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam”. 
 
Bisnis di era modern kini semakin berkembang dan bervariasi. Salah satu 
fenomena yang nyata adalah adanya bisnis yang dengan sistem waralaba 
(franchise). waralaba adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian 
barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu 
memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian 
barang dan jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha 
tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan 
franchisor. Franchisor memberikan bantuan terhadap franchisee. Sebagai 
imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa innitial fee dan royalty. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan bisnis waralaba 
Soto Seger Kartosuro di Semarang sudah sesuai dengan hukum perikatan Islam. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun 
sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara 
langsung dengan pemilik Soto Seger Kartosuro serta dengan franchisee Soto 
Seger Kartosuro. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 4 
orang yang dilakukan dengan purposive sampling atau teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu. 
 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep bisnis waralaba di 
Soto Seger Kartosuro adalah waralaba produk dam merek dagang. Waralaba pada 
Soto Seger Kartosuro merupakan pengembangan dari bentuk syirkah (kemitraan 
dalam Islam), dimana waralaba pada rumah makan tersebut menerapkan sistem 
bisnis waralabanya dengan menggunakan syirkah „inan yaitu persetujuan 
kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana dana yang diberikan, 
kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak 
sama. Sistem waralaba Soto Seger Kartosuro tidak bertentangan dengan hukum 
perikatan Islam, sistem waralaba Soto Seger Kartosuro ini sejalan dengan konsep 
syirkah „inān dimana pada konsep tersebut terdapat unsur keterbukaan dan 
kerelaan diantara dua pelaku bisnis yang saling bekerja sama. 
 
 
Kata kunci: bisnis waralaba, hukum perikatan Islam, syirkah. 
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ABSTRACT 
  
Niken Larasati, SRN: 142.111.142, "Soto Seger Kartosuro Franchise 
Business in Semarang in the Perspective of Islamic Engagement Law". 
  
Business in the modern era is now growing and varied. One of the real 
phenomena is their business through franchising (franchise). The Franchise is an 
agreement regarding the method of distributing goods and services to 
consumers. The franchisor within a certain period gives the franchisee a license 
to conduct the distribution of goods and services under the name of 
the franchisor's identity in a particular area. The business must be carried out in 
accordance with the procedures and methods set by the franchisor. Franchisor 
provides assistance to franchesee. In return, the franchisee pays a sum of money 
in the form of initial fee and royalties. This research was conducted to find out 
whether the implementation of the Soto Seger Kartosuro franchise business in 
Semarang was in accordance with the Islamic engagement law. 
  
This research is field research ( field research ). The data sources used are 
primary data obtained by direct interviews with the owners of Soto Seger 
Kartosuro and with the Soto Seger Kartosuro franchisee. In this study, the author 
took a sample of 4 people who were done by purposive sampling or sampling 
techniques with certain considerations. 
  
The results of this study can be concluded that the concept of a franchise 
business in Soto Seger Kartosuro is a product and trade franchise. Franchising in 
Soto Seger Kartosuro is a development of the form of syirkah (pathnership in 
Islam), where the franchise in the restaurant implements a franchise business 
system using syirkah „inan, which is a cooperation agreement made by two or 
more people, where funds are provided, work is done and the results received by 
each party are not the same. Soto Seger Kartosuro franchise system does not 
conflict with the angagement of Islamic law, the franchise system Soto Seger 
Kartosuro is in line with the concept of syirkah „inan where in the concept there 
are element of openness and willingness between two business pople who work 
together. 
 
 
Keywords: franchise business, Islamic engagement law, syirkah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bisnis di era modern kini semakin berkembang dan bervariasi. 
Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menuntut kesiapan dan 
kemampuan pranata hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi 
sebagai akibat ekonomi dunia tersebut. Bagi kalangan umat muslim, jelas 
yang dimaksud dengan hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan 
aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Al-Hadis. Sistem 
ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam, 
perkembangan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem 
ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan 
untuk mencari suatu sistem ekonomi yang lebih baik dari sistem ekonomi 
yang telah ada. 
Salah satu fenomena yang nyata dari pertumbuhan ekonomi akibat 
globalisasi adalah adanya bisnis yang dengan sistem waralaba (franchise). 
Waralaba merupakan jenis bisnis baru yang muncul di Indonesia, karena 
perkembangan yang begitu pesat di dunia perekonomian nasional maupun 
internasional. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberikan 
peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi 
segala permasalahan di era globalisasi ini. 
2 
 
 
 
Waralaba sesungguhnya mengendalikan pada kemampuan mitra 
usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha 
waralabanya melalui tata cara proses serta suatu code of conduct dan 
sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemberi waralaba.
1
 Format 
bisnis waralaba ini terdiri atas konsep bisnis yang menyeluruh, sebuah 
proses permulaan dan pelatihan mengenai seluruh aspek pengelolaan 
bisnis sesuai dengan konsep franchise dan proses bantuan yang terus 
menerus.
2
 
Pada dasarnya waralaba adalah sebuah perjanjian mengenai metode 
pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam 
jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk 
melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas 
franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai 
dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor. Franchisor 
memberikan bantuan (assistance) terhadap franchisee. Sebagai 
imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa innitial fee dan 
royalty.
3
 
Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia telah banyak 
yang mengetahui bagaimana dan apa itu sebuah bisnis dengan 
menggunakan kontrak waralaba (franchise). Karena dirasa bisnis dengan 
kontrak waralaba dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak yang 
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mengadakan kontrak, di samping beresiko ringan waralaba juga sangat 
cocok bagi pengusaha pemula atau orang yang baru memulai sebuah usaha 
dan belum mengetahui cara memulainya atau langkah-langkah yang harus 
dilakukannya serta mampu membantu mengembangkan perekonomian 
masyarakat. Di dalam bisnis waralaba sendiri terdapat perjanjian kontrak 
antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) 
yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, mulai dari pemakaian 
produk, sistem, prosedur pelaksanaan, resep, dan cara-cara yang telah 
ditetapkan dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.
4
 
Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2007 tentang 
waralaba agar pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia dapat berjalan 
lancar. Akan tetapi sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam sudah sepatutnya apabila menjalankan usaha bisnis, agar dapat 
menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadis. 
Akan tetapi pada kenyataannya banyak pelaku bisnis khususnya waralaba, 
yang menjalankan sistem bisnis waralaba hanya berlandaskan pada 
peraturan pemerintah saja, tanpa berlandaskan prinsip bisnis yang Islami 
agar terhindar dari spekulasi (maysir), asusila, penipuan (gharar), haram, 
riba, ihktikar dan berbahaya.
5
 
Salah satu bisnis yang mewaralabakan usahanya dalam 
mengembangkan bisnisnya adalah Soto Seger Kartosuro. Sistem bisnis 
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waralaba adalah strategi yang digunakan pada Soto Seger Kartosuro dalam 
berbisnis agar dapat bersaing dengan para pesaingnya dan juga agar 
bisnisnya dapat terus maju dan berkembang. Soto Seger Kartosuro 
menyediakan soto dengan dua isian yang berbeda, yaitu soto daging ayam 
dan soto daging sapi. Selain itu, disediakan pula macam-macam sate dan 
gorengan sebagai pelengkapnya. Soto Seger Kartosuro buka setiap hari 
mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 20.00.
6
 
Dari berbagai penawaran dan keuntungan yang menjanjikan serta 
rendahnya resiko pada bisnis waralaba, akhirnya memikat para masyarakat 
untuk melakukan bisnis dengan kontrak waralaba (franchise) yang 
kemudian menyebabkan banyaknya cabang waralaba Soto Seger 
Kartosuro di Jawa Tengah. Saat ini Soto Seger Kartosuro telah mengalami 
peningkatan banyaknya jumlah gerai yang telah dibuka yaitu berjumlah 16 
gerai, salah satu cabang Soto Seger Kartosuro adalah di Jalan Wolter 
Monginsidi, Pedurungan Tengah, Pedurungan, Semarang.
7
 
Kontrak waralaba itu sendiri di Indonesia terdapat ketentuan-
ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk 
menertibkan kegiatan bisnis waralaba tersebut. Di sisi lain, untuk 
melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Maka 
dari itu, perlu dikaji kejelasan hukum dari bisnis waralaba tersebut 
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dipandang dari sudut hukum Islam khususnya menurut perspektif hukum 
perikatan Islam. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas serta maraknya 
bisnis waralaba yang berada di daerah Semarang disini menjadi daya tarik 
seseorang untuk ikut bergabung dengan bisnis waralaba tersebut, maka 
penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai bisnis waralaba 
(franchise) di Soto Seger Kartosuro yang berada di daerah Semarang 
sebagai bahan penyusunan studi kasus. Pentingnya penelitian ini yaitu bisa 
dijadikan pedoman bagi para pihak yang melakukan bisnis waralaba agar 
bisnis waralabanya tersebut sesuai dengan Hukum Islam, serta dapat 
menambah wawasan pelaksanaan bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro. 
Untuk itu penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut dengan 
menetapkan judul “Bisnis Waralaba Soto Seger Kartosuro di 
Semarang dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam”. 
 
B. Rumusan Masalah Penelitian 
Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah 
yang diangkat adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan bisnis waralaba Soto Seger Kartosuro? 
2. Bagaimana pelaksanaan bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro 
ditinjau dari hukum perikatan Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 
Hasil penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui pelaksanaan bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro. 
2. Mengetahui pelaksanaan bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro 
ditinjau dari hukum perikatan Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara akademis adalah untuk mencoba menggali dan menambah 
wawasan dan dapat memahami mengenai pelaksanaan bisnis waralaba 
di Soto Seger Kartosuro. 
2. Secara praktisi adalah sebagai saran, informasi dan referensi bagi para 
pihak yang bergerak di bidang waralaba serta memberikan suatu 
pengetahuan mengenai bisnis waralaba beserta isi perjanjiannya. 
 
E. Kerangka Teori 
Hukum perikatan Islam merupakan bagian dari hukum Islam 
bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan 
hubungan ekonominya. Hukum perikatan Islam berasal dari tiga sumber 
hukum, yaitu:
8
 
1. Al-Qur‟an 
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Sebagai salah satu sumber Hukum Islam, dalam Hukum Perikatan 
ini, sebagian besar Al-Qur‟an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah 
umum. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu ayat Al-Qur‟an dalam 
QS. Al-Maidah (5): 1 
   ٝ  ا َِ ْٝ ِزَّىا ا َٖ ُّٝ َا ِد ْ٘ ُُقعْىاِت ا ْ٘ ُف ْٗ َا آ ْ٘ ُْ ٍَ  
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”9 
 
2. Hadits 
Salah satu hadits yang membahas mengenai Hukum Perikatan 
Islam adalah HR. Abu Dawud dan Hakim: 
 ِْ ُخَٝ  ٌْ َىا ٍَ  ِ ْٞ َن ْٝ  ِشَّشىا ُسِىَاشاََّأ : ُهُ٘قَٝ ًّّاللّ َُّ ِإ َهاَق ََُٔعفَس َجَشْٝ َشُٕ  ٜتأ ِْ َع
 َثِحاَص ا ََ ُٕ ُذََحاا ََ ِٖ ِْ ْٞ َت ِْ ٍِ  ُدْجَشَخ َُّٔاَخ َاِرئَف ُٔ  
Artinya : 
Dari Abu Hurairata, dia memarfu‟kannya (menyadarkannya kepada 
Nabi SAW), ia berkata: Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: 
“Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 
seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila 
salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari 
perserikatan keduanya.”10 
 
3. Ijtihad 
Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan 
dengan menggunakan akal atau ar-ra‟yu. Mohammad Daud Ali 
memberikan definisi ijtihad sebagai berikut: 
Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan 
menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang 
(ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum 
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yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur‟an dan 
Sunnah Rasulullah.
11
 
Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. 
Yang pertama adalah dasar Akidah yang berkaitan dengan keyakinan yang 
memaksa pelaksanaannya dalam melakukan bertransaksi, dan dasar kedua 
adalah Syariah yang mengharamkan riba. Dalam hukum Islam, perikatan 
disebut iltizam yang menurut istilah fiqh, perikatan iltizam ini 
didefinisikan sebagai suatu tindakan yang meliputi pemunculan, 
pemindahan, dan pelaksanaan hak.
12
 
Perikatan dalam perspektif hukum Islam sering diidentikan para 
ahli dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah 
pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus 
dipenuhi. Perikatan dalam Islam atau akad secara terminologi adalah 
berasal dari bahasa Arab yaitu al-rabth yang berarti “tali atau ikatan”, al-
aqdatu yang berarti “sambungan” dan al-„ahdu yang berarti “janji”.13 
Dapat disimpulkan bahwa perikatan menurut Islam merupakan janji yang 
harus ditepati antara kedua belah pihak yang saling melakukan perikatan 
atau perjanjian.  
Perikatan (perjanjian) dapat diartikan sebagai kontrak. Kontrak 
merupakan suatu perjanjian (perikatan) yang sengaja dibuat secara tertulis, 
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak yang 
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berkepentingan.
14
 Dalam dunia bisnis kontrak adalah hal terpenting demi 
terjalannya suatu usaha. Demikian halnya dengan kontrak waralaba 
(franchise) yang dilakukan oleh Soto Seger Kartosuro dengan pihak yang 
ingin mengajukan dirinya sebagai penerima waralaba (franchisee), dari 
kesepakatan itulah terjalin sebuah mitra antara franchisee yaitu pihak yang 
mengajukan dengan franchisor yaitu pihak yang memiliki Soto Seger 
Kartosuro. 
Waralaba (franchise) adalah sebuah perjanjian dimana seseorang 
dengan ide bagus untuk bisnis menjual hak untuk menggunakan nama 
bisnis tersebut dan untuk menjual produk dan jasa kepada orang lain 
dalam sebuah teritorial tertentu. Waralaba dapat pula diartikan sebagai 
sistem pemasaran yang melibatkan kedua belah pihak yang terikat 
perjanjian, sehingga waralaba harus dijalankan sesuai dengan 
pewaralaba.
15
 
Ada dua pihak dalam perjanjian waralaba yaitu pemberi waralaba 
(franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Yang dimaksud dengan 
franchisor adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin kepada 
pihak lain (franchisee) untuk menggunakan kekhasan usaha dan 
spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan franchisee adalah pihak yang mendapatkan izin atau lisensi 
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franchisee dari pihak franchisor untuk menggunakan kekhasan usaha atau 
spesifikasi usaha franchisor tersebut.
16
 
Waralaba dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu Waralaba 
Produk dan Merek Dagang (product and trade franchise) dan Waralaba 
Format Bisnis (business format franchise).
17
 Waralaba Produk dan Merek 
Dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam Waralaba 
Produk dan Merek Dagang, Pemberi Waralaba memberikan hak kepada 
Penerima Waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh 
Pemberi Waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk 
menggunakan merek dagang milik Pemberi Waralaba. Atas pemberian 
izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Pemberi Waralaba 
mendapatkan suatu bentuk pembayaran royalty di muka, dan selanjutnya 
Pemberi Waralaba memperoleh keuntungan melalui penjualan produk 
yang diwaralabakan kepada Penerima Waralaba. Dalam bentuknya yang 
sangat sederhana ini, Waralaba Produk dan Merek Dagang sering kali 
mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. 
Sedangkan, Waralaba Format Bisnis adalah pemberian sebuah 
lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak 
kepada Penerima Waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek 
dagang atau nama dagang Pemberi Waralaba, dan untuk menggunakan 
keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk 
membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil 
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dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-
menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. 
Fikih Islam memberi penilaian terhadap konsep waralaba bahwa 
waralaba memiliki konsep yang setara dengan konsep syirkah. Secara 
etimologi syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu 
dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk salah 
satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang 
dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Syirkah atau 
musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyārakah atau syirkah dalam 
perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa 
tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang 
secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan 
yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan.
18
 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, subtansi akad syirkah adalah 
ikatan (kontrak) kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam 
usaha bisnis atau perdagangan keuntungan dan keruginnya ditanggung 
bersama. Subtansi akad yang mengarah atau mendekati akad syirkah yaitu 
terbentuknya kerja sama dalam usaha bisnis dengan berbagi keuntungan, 
yang dalam bisnis waralaba juga terdapat suatu bentuk kerjasama antara 
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franchisor dan franchisee dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh 
keuntungan bersama.
19
 
Seseorang berhak mengembangkan atau memperluas jangkauan 
bisnisnya. Salah satu caranya adalah dengan cara waralaba. Pemilik lisensi 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang 
suatu produk untuk diperdagangkan dengan membuat suatu perjanjian. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan 
pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun tinjauan pustaka yang 
dipakai antara lain: 
Skripsi Iis Purwanti Program Studi Muamalah Jurusan Syari‟ah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2007 yang berjudul 
“Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut 
membahas mengenai kebolehan praktik bisnis waralaba yang terjadi di 
Indonesia sebab bisnis tersebut bermanfaat bagi manusia serta pembayaran 
initial fee (biaya waralaba awal) atau yang dalam hukum Islam disebut 
ijārah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penetapan 
hukum Islam dan pembagian royalty fee atau dalam hukum Islam sama 
dengan syirkah wujuh antara perawalaba dengan terwaralaba, dalam 
praktek waralaba tidak sepenuhnya menerapkan sistem syirkah wujuh. 
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Dalam sistem syirkah, yang dibagikan adalah keuntungannya, sedangkan 
dalam sistem waralaba yang dibagikan adalah hasil penjualan (omset).
20
 
Perbedaannya dalam skripsi ini adalah terletak pada masalah yang mau 
diteliti serta objek penelitiannya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 
praktik bisnis waralaba di Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap 
sistem bisnis waralaba, sedangkan penulis lebih terfokus pada pelaksanaan 
bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro yang ditinjau dari hukum 
perikatan Islam. 
Skripsi Ghanny Rima Putri Hardhiyanti Jurusan Ilmu Hukum 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul “Analisis Perjanjian Waralaba Di 
Soto Ayam Pringgading Semarang”. Dalam skripsi tersebut membahas 
mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba di Soto Ayam Pringgading 
Semarang yang berdasarkan KUHPerdata ada beberapa pasal dalam 
klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai 
syarat sahnya perjanjian. Selain itu tidak ada penafsiran perjanjian 
berdasarkan Pasal 1341-1351 KUHPerdata juga menyebabkan banyak 
pemahaman dalam klausula baku tersebut.
21
 Perbedaannya dalam skripsi 
ini adalah terletak pada masalah yang mau diteliti serta objek 
penelitiannya. Dalam skripsi ini lebih terfokus pada pelaksanaan 
perjanjian waralaba di Soto Ayam Pringgading Semarang yang 
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berdasarkan KUHPerdata, sedangkan penulis lebih terfokus pada 
pelaksanaan bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro yang ditinjau dari 
hukum perikatan Islam. 
Skripsi Siti Musrofah Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi 
Muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah tahun 2008 yang berjudul “Konsep Maslahah Mursalah 
dalam Dunia Bisnis Dengan Sistem Franchise (Waralaba)”. Dalam skripsi 
tersebut membahas mengenai maslahah atau keunggulan dari sistem 
franchise yaitu waralaba menciptakan dan memberikan kesempatan bagi 
pemerataan kesempatan berusaha bagi semua golongan masyarakat, serta 
mengikutsertakan pihak lain untuk menikmati keuntungan dan kesuksesan 
pewaralaba.
22
 Perbedaannya dalam skripsi ini adalah terletak pada masalah 
yang mau diteliti serta objek penelitiannya. Dalam skripsi ini lebih 
terfokus pada konsep maslahah mursalah yang terjadi dalam waralaba 
(franchise), sedangkan penulis lebih terfokus pada pelaksanaan bisnis 
waralaba di Soto Seger Kartosuro 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan 
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Franchise (Waralaba)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2008). 
15 
 
 
 
objek yang diteliti,
23
 konkretnya mengenai sistematika dan 
pelaksanaan kontrak waralaba di Soto Seger Kartosuro yang ditinjau 
dari Hukum Perikatan Islam. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di warung pusat Soto Seger Kartosuro yang 
beralamat di Jalan Miranti Raya Nomor 5, Padangsari, Banyumanik, 
Semarang dan empat warung cabang yang beralamat di Jalan Wolter 
Monginsidi, Pedurungan Tengah, Pedurungan, Semarang. Jalan 
Pandanaran 2, No. 1198, Mugassari, Semarang Selatan, Semarang. 
Jalan Depok, No. 11, Kembangsari, Semarang Tengah, Kota 
Semarang. Jalan Kudu Banjardowo, No. 4, Sambungharjo, Genuk, 
Semarang. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 
yang memiliki karateristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan 
diteliti.
24
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh franchisee 
atau terwaralaba Soto Seger Kartosuro. Jumlah seluruh terwaralaba 
pada waralaba Soto Seger Kartosuro adalah 16. 
 
 
                                                          
23
 
23
 Taliziduhu Ndraha, Research Teori, Metodoligi, Administrasi, (Jakarta: PT Bina 
Aksara, 1985), hlm. 96. 
24
 M Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Cet. I (Jakarta: 
Ghalianesia, 2002), hlm. 58. 
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b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui 
cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas 
dan lengkap yang dianggap bisa melalui populasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 4 yang terdiri dari pemilik Soto 
Seger Kartosuro atau pewaralaba dan 3 franchisee atau terwaralaba 
Soto Seger Kartosuro, dikarenakan dari semua terwaralaba Soto 
Seger Kartosuro hanya 4 saja yang bersedia melakukan 
wawancara. Adapun 11 terwaralaba lainnya tidak bisa 
diwawancarai dikarenakan kesibukan masing-masing yang padat. 
Adapun penarikan sampelnya dilakukan dengan cara purposive 
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih 
dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.
25
 
4. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer atau sering disebut dengan sumber data yang 
berasal dari tangan pertama,
26
 yaitu data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan pemilik Soto Seger Kartosuro serta dengan 
franchisee Soto Seger Kartosuro. 
 
                                                          
25
 Taliziduhu Ndraha, Research Teori, Metodoligi...., hlm. 120. 
26
 Marzuki, Metodologi Riset, Cet. IV (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1989), hlm. 55. 
17 
 
 
 
b. Data sekunder  
Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh 
secara tidak langsung, yaitu yang berasal dari data kearsipan, 
laporan-laporan, buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan 
dengan penelitian ini. 
5. Teknik pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat 
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu 
kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan 
sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui 
komunikasi langsung.
27
 Teknik ini dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara langsung dengan Pak Andre sebagai 
pemberi waralaba Soto Seger Kartosuro dan 3 orang penerima 
waralaba Soto Seger Kartosuro. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau 
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, metode ini dilakukan 
                                                          
27
 A Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372. 
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dengan melihat dokumen-dokumen resmi.
28
 Teknik ini dilakukan 
dengan cara meminta data yang sudah didokumentasikan oleh 
pengusaha Soto Seger Kartosuro untuk melengkapi data dan 
informasi yang diperlukan penulis. 
6. Teknik analisa data 
Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan 
pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan 
temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang 
lain. Analisis dapat diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan 
pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata 
data tersebut ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, 
dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang 
dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.
29
 
Dalam mengolah dan menganalisa data, digunakan metode 
metode induktif. Metode induktif dimulai dengan pernyataan yang 
bersifat khusus. Karena itu metode induktif ini dimulai dengan 
penalaran yang mempunyai ciri khas dan terbatas ruang lingkupnya 
dan kemudian ditarik suatu konkluasi yang bersifat umum,
30
 atau dari 
kejadian-kejadian, kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik 
                                                          
28
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 
hlm. 101. 
29
 A Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian ..., hlm. 400-
401. 
30
 Ibid., hlm. 19. 
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kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk 
mengetahui konsep bisnis waralaba yang ditinjau dari Hukum 
Perikatan Islam. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memahami dengan mudah isi secara keseluruhan, maka 
penulis akan menguraikan dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab I membahas mengenai pendahuluan. Bab ini berisi gambaran 
umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II membahas landasan teori tentang waralaba menurut hukum 
perikatan Islam meliputi pengertian waralaba, hak dan kewajiban para 
pihak, macam-macam bentuk waralaba, waralaba menurut Hukum 
Perikatan Islam, menjelaskan tentang pengertian syirkah, macam-macam 
syirkah, rukun dan syarat syirkah, berakhirnya syirkah. 
Bab III membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi sejarah singkat berdirinya Soto Seger Kartosuro, hak dan 
kewajiban para pihak dalam bisnis waralaba Soto Seger Kartosuro dan 
sistem waralaba Soto Seger Kartosuro. 
Bab IV memaparkan hasil penelitian, menjelaskan tentang analisis 
pelaksanaan bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro dan pandangan 
20 
 
 
 
hukum perikatan Islam tentang bisnis waralaba yang diterapkan oleh Soto 
Seger Kartosuro. 
Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh 
pembahasan dan disertai dengan saran-saran terhadap persoalan yang 
menjadi topik penelitian. 
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BAB II 
WARALABA MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM 
 
A. Waralaba 
1. Pengertian Waralaba 
Istilah waralaba berasal dari bahasa asing yaitu Inggris: 
Franchising, Prancis: Franchise, untuk kejujuran atau kebebasan 
adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. 
Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud 
dengan waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan 
hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan 
intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki 
pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang 
ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau 
penjualan barang dan jasa.
1
 
Menurut Suhrawardi K. Lubis, waralaba adalah perjanjian 
franchisee (franchising) pemberian hak oleh franchisor kepada 
franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal 
bisnis di bidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk 
yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek, dan 
desain perusahaan, pengguna rencana pemasaran serta pemberian 
bantuan ya luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian, dan penampilan
                                                          
1
 Selamat Widodo, “Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba”, Jurnal Kosmik Hukum, 
Volume 16, Nomor 1, (Januari 2016), hlm. 66. 
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karyawan) sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis 
dagang/jasa milik dagang franchisee sama dengan kekhaan usaha atau 
bisnis dagang/jasa milik dagang franchisor.
32 
Waralaba adalah sebuah perjanjian mengenai metode 
pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam 
jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk 
melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama 
identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus 
dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan 
franchisor. Franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap 
franchisee. Sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang 
berupa initial fee dan royalty. 
Pada umumnya franchisee, perlu membayar initial fee yang 
sifatnya sekali bayar, atau kadang-kadang sekali untuk sekali periode 
tertentu, misalnya 5 tahun. Di atas itu, biasanya franchisee membayar 
royalty atau membayar sebagian dari hasil penjualan. Variasi lainnya 
adalah franchisee perlu membeli bahan pokok atau peralatan (capital 
goods) dari franchisor.
33
 
Dari pengertian di atas tampak adanya dua pihak dalam 
perjanjian waralaba ini, yaitu pemberi waralaba (franchisor) dan 
penerima waralaba (franchisee). Yang dimaksud dengan franchisor 
                                                          
32
 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 
231. 
33
 Budi Prasetyo, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba (Franchise)”, 
Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, (April 2007), hlm. 219. 
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adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin kepada pihak lain 
(franchisee) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri 
pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
franchisee adalah pihak atau para pihak yang mendapatkan izin atau 
lisensi franchisee dari pihak franchisor untuk menggunakan kekhasan 
usaha atau spesifikasi usaha franchisor tersebut.
34
 
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Waralaba 
Kewajiban franchisor yang menjadi hak franchisee adalah 
sebagai berikut:
35
 
1. Brand name yang meliputi logo, peralatan dan lain-lain. 
2. Sistem dan cara manual operasional bisnis. 
3. Dukungan dalam beroperasi, karena bagaimanapun franchisor 
lebih mempunyai pengalaman luas. 
4. Pengawasan (monitoring) yang bertujuan untuk memastikan bahwa 
sistem yang disediakan dijalankan dengan baik dan benar secara 
konsisten. 
5. Penggabungan promosi/joint promotion, karena hal ini berkaitan 
dengan brand name. 
6. Pemasokan yang berlaku bagi franchisee tertentu, misalnya bagi 
franchisor yang merupakan supplier bahan makanan/minuman. 
Kadang franchisor juga memasok mesin-mesin atau peralatan 
tertentu yang diperlukan. 
                                                          
34
 Ibid., hlm. 217. 
35
 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 242-243. 
24 
 
 
 
Sedangkan kewajiban franchisee yang merupakan hak 
franchisor dapat dibedakan menjadi dua macam:
36
 
1. Kompensasi langsung dalam bentuk moneter (direct monetary 
compensation) dapat diwujudkan dalam dua bentuk: (a) Lumpsum 
payment, yaitu suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu dan wajib dibayarkan oleh penerima waralaba (franchisee) 
pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati. Pembayaran 
ini dapat dilakukan secara tunai maupun beberapa kali angsuran. 
Dan (b) royalty, yaitu jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan 
suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi 
dan/atau penjual barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual 
berdasarkan perjanjian, baik disertai dengan ikatan suatu jumlah 
minimum atau maksimum jumlah royalty tertentu atau tidak. 
2. Kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (indirect 
and nonmenetary compensation). Kompensasi ini biasanya 
meliputi: (a) keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang 
modal atau bahan mentah yang merupakan satu paket dengan 
pemberian waralaba. Biasanya perjanjian ini dibuat dalam bentuk 
exclusive purchase arrangement. (b) Pembayaran kompensasi juga 
dapat diwujudkan dalam bentuk pembagian deviden sebagai hasil 
ekuitas (equity participation) atau diwujudkan dalam bentuk 
pinjaman (loan) jangka pendek maupun jangka panjang. (c) 
                                                          
36
 Ibid., hlm. 243-244. 
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Pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh 
pemberi waralaba (cost shifting) kepada penerima waralaba dalam 
rangka mencegah terjadinya pelanggaran atau sebagai upaya 
pelindungan hak atas kekayaan intelektual. 
3. Macam-Macam Bentuk Waralaba 
Waralaba dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 
a. Waralaba merek dan produk dagang (product and trade 
franchise).  
Yaitu bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam 
waralaba merek dagang dan produk, franchisor memberikan hak 
kepada franchisee untuk menjual produk yang dikembangkan 
disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya. Atas 
pemberian izin penggunaan merek dagang itu, frachisor 
mendapatkan suatu bentuk bayaran royalty dimuka, dan 
selanjutnya dia juga mendapatkan keuntungan dari penjualan 
produknya.
37
 Dalam bentuk yang paling sederhana ini, waralaba 
produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, 
distributor, atau lisensi penjualan.
38
 
b. Waralaba format bisnis (business fomat franchise).  
Perjanjian waralaba format bisnis merupakan pemberian 
sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut 
memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha 
                                                          
37
 Ibid., hlm. 247. 
38
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam ..., hlm. 188. 
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dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi 
waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri 
dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang 
yang semula belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan 
untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas 
dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian waralaba 
format bisnis ini terdiri dari:
39
 
1. Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. 
2. Adanya proses pemulaan dan pelatihan atas seluruh aspek 
pengelolaan bisnis, sesuai dengankonsep pemberi waralaba. 
3. Proses bantuan dan bimbingan dilakukan secara berkelanjutan 
dari pihak pemberi waralaba. 
4. Waralaba menurut Hukum Perikatan Islam 
Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan 
dalam waralaba (franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu 
sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama 
(syirikah). Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya perjanjian 
franchising itu, maka secara otomatis antara franchisor dengan 
franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai 
dengan perjanjian). Kerja sama dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan bagi kedua belah pihak.
40
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 Ibid., hlm. 188-189. 
40
 Ibid., hlm. 192. 
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Waralaba adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya 
memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima 
waralaba. Waralaba merupakan merupakan suatu perjanjian yang 
bertimbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima 
waralaba, keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. 
Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-
hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut 
hukum Islam dan larangan transaksi “gharar” (ketidakjelasan). 
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut 
dikarenakan perjanjian waralaba memang disyaratkan untuk dibuat 
secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi 
kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Hal ini 
sesuai dengan asas tertulis (kitabah) yang terdapat dalam QS. al-
Baqarah (2): 282. 
 َ ي َاََهْيِذَّلاَاَهُّيََا َِلاَ  هْيَلِبَُْمتَْىياََلتََاذِاَآُْىىَمَُيُْىُبتْكَافًَ َّمَس ُّمَ  لََجاًَ  
 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-
piutang untuk waktu yang ditentukan, handaklah kamu 
menuliskannya”.41 
 
Namun yang khas dari perjanjian waralaba adalah objek 
transaksinya. Yang menjadi objek transaksi dalam perjanjian waralaba 
adalah berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang 
keberadaannya biasanya diwujudkan dalam bentuk merek dan produk 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Jumanatul „Ali-Art, 
2004), hlm. 70. 
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dagang (product and trade franchise) dan format bisnis (business 
format franchise).
42
 
Pada umumnya objek perjanjian waralaba yang berupa merek 
dan produk dagang adalah masuk dalam kategori barang („ain). 
Sedangkan penyampaian ilmu pengetahuan tentang format bisnis 
masuk dalam kategori jasa pembuatan (fi‟il). Meskipun dalam praktek 
perjanjian waralaba kedua objek tersebut tidak dapat dipisahkan satu 
sama lainnya, namun keberadaannya tetap tidak menggugurkan 
kewajiban berlakunya akad-akad yang digunakan. 
Dalam perjanjian waralaba, hak kepemilikan objek perjanjian 
berada pada pihak pemberi waralaba (franchisor). Karena itu 
konsekuensi pemanfaatan objek tersebut oleh penerima waralaba 
(franchisee) akan dikenakan kompensasi berupa pembayaran sejumlah 
uang (direct monetary compensation). Apabila kewajiban membayar 
disyaratkan sebagai bentuk imbalan, berarti ketentuan akad yang 
berlaku ijārah. Dalam ijārah, imbalan boleh dibayarkan secara 
tunai/lumpsum (naqdan) maupun tangguh (muajjal). Untuk 
menentukan jumlah imbalan selain dapat dilakukan melalui perkiraan, 
juga dapat dihitung dari hasil penjual produk (royalty).
43
 
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem waralaba 
(franchising) ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek 
perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam 
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 Burhanuddin S, Hukum Kontrak..., hlm. 248. 
43
 Ibid., hlm. 249. 
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syariat Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan atau minuman yang 
haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut hukum Islam 
dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. 
Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, 
diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang 
bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis 
(moral hazard). Filter tersebut adalah dengan komitmen tujuh 
pantangan MAGHRIB (barat), yakni:
44
 
1) Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang 
mematikan sektor riil dan tidak produktif. 
2) Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma 
sosial. 
3) Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak 
jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. 
4) Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 
syariah. 
5) Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas 
dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau 
pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. 
6) Ihktikar, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk 
tujuan permainan harga. 
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 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam ..., hlm. 193-194. 
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7) Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang 
membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan 
dengan kemaslahatan. 
 
B. Syirkah 
1. Pengertian Syirkah 
Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilâṭ yang artinya campur 
atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang 
mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak 
mungkin untuk dibedakan. Dengan kata lain, syirkah adalah suatu akad 
antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu 
usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah merupakan 
tindakan hukum diantara pihak yang melakukan kerjasama untuk 
menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 
kesepakatan mereka.
45
 
Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang 
dikemukakan oleh para ahli fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan 
syirkah sebagai izin seseorang untuk tasarruf hartanya kepada orang 
lain seperkongsian dengan tetap melekatnya hak tasarruf masing-
masing. Adapun ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
syirkah adalah tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih 
karena berkongsi. Ulama Hanafiyah merumuskan definisi syirkah 
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sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama, 
baik dalam kapital (modal) maupun keuntungan (profit).
46
 
Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh di atas pada 
prinsipnya hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensinya 
tetap sama. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 
syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 
usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal 
usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai 
nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian 
ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan 
salah satu bentuk Syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah 
inan.
47
 
Setelah diketahui berbagai definisi syirkah di atas, dapat 
dipahami bahwa syirkah adalah kerja sama usaha dalam upaya 
mengelola modal yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung kedua 
belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam syirkah 
terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang 
digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolanya.
48
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2. Landasan Hukum Syirkah 
Dasar hukum mengenai Syirkah yang memliki kedudukan 
sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadanya diperkuat oleh Al-
Qur‟an, Hadis, dan ijma ulama. Yang tertuang dalam ketentuan Surat 
Shad ayat 24 sebagai berikut:  
 …                       
                                  
    
Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu 
sebgaian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali 
orang-orang yang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan 
amal sedikit mereka itu. Dan Daud mengetahui bahwa kami 
mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertaubat.
 49
 
 
Bahwa pada masa Nabi Daud, ada sebagian orang-orang yang 
melakukan kerjasama (berserikat) namun sebagian dari mereka 
mendzalimi terhadap yang lain. Hanya orang yang beriman dan orang 
yang beramal shalehlah yang tidak akan pernah melakukan perbuatan 
dzalim saat bekerja sama. Maka jika dilihat kandungan pesan ayat di 
tersebut tentang larangan saling mendzalim bagi yang melakukan 
kerjasama. Tetapi menjelaska tentang etika yang harus di penuhi jika 
beberapa pihak melakukan persekutuan dalam hak milik dan pada ayat 
ini tidak berbicara tentang tehnis dari akad syirkah. 
Adapun hadis, Rasulullah bersabda:  
                                                          
49
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsiran Edisi Tahun 2001, (Surabaya: Dana 
Karya, 2008), hlm. 837. 
33 
 
 
 
 َىا ٍَ  ِ ْٞ َن ْٝ  ِشَّشىا ُسِىَاشاََّأ : ُهُ٘قَٝ ًّّاللّ َُّ ِإ َهاَق ََُٔعفَس َجَشْٝ َشُٕ  ٜتأ ِْ َع ِْ ُخَٝ  ٌْ
ا ََ ِٖ ِْ ْٞ َت ِْ ٍِ  ُدْجَشَخ َُّٔاَخ َاِرئَف َُٔثِحاَص ا ََ ُٕ ُذََحا 
 
Artinya: “dari Abu Huraira Radiyallahu‟anhu bahwa Rasulullah 
Shalallahu‟alaihi wa Sallam bersabda: (Allah berfirman) Aku adalah 
tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan 
keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu 
Daud dan dinilai shahih oleh Hakim)
50
 
 
Hadis diatas menjelaskan tentang akad syirkah (kerjasama) 
antara beberapa pihak secara bertanggung jawab dan tidak saling 
mengkhianati dan mendapat ridha Allah. Ini merupakan pesan moral 
bagi pihak yang melaksanakan kerjasama.
51
 Dan hadis ini menunjukan 
bolehnya syirkah (bersekutu/berserikat), dan sisi pendalilnya ialah 
bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua yang bersekutu selama tidak 
ada khianat diantara mereka berdua. Hadis tersebut menunjukkan 
anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang amanah akan ditolong 
Allah sedangkan ancaman Allah adalah orang yang berkhianat, jika 
seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dari Allah 
terlepas dari dirinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan. 
3. Macam-Macam Syirkah 
Akad perseroan (syirkah) dapat dikategorikan menjadi 
beberapa macam. Namun sebelum sampai pada uraian masing-masing, 
pada umumnya syirkah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 
                                                          
50
 Abdul Qodir Syaiban al-hamd, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul 
Haq, 2007), hlm. 341. 
51
 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah..,hlm. 122-123. 
34 
 
 
 
syirkah amlāk (persekutuan dalam kepemilikan) dan syirkah „uqūd 
(persekutuan dalam akad): 
1) Syirkah amlāk: merupakan bentuk persekutuan diantara dua orang 
atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa melalui 
akad. Ditinjau dari segi sifatnya, persekutuan/perseroan dalam 
kepemilikan (syirkah amlāk) dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu:
52
 
 Jabāri, yaitu syirkah yang terjadi tanpa adanya kehendak dari 
masing-masing pihak. Syirkah ini muncul bukan atas keinginan 
dari orang yang bersyirkah. Dikatakan demikian, karena 
syirkah ini ada dengan sendirinya meskipun tanpa melalui 
usaha tertentu. Misalkan persekutuan terhadap harta 
peninggalan (warisan) yang mereka terima dari orang yang 
wafat. 
 Ikhtiyāri, yaitu suatu syirkah yang terjadi atas kehendak 
masing-masing pihak yang bersangkutan. Syirkah ini muncul 
akibat adanya tindakan hukum dari orang yang bersyirkah. 
2) Syirkah „uqūd adalah bentuk persekutuan diantara dua pihak atau 
lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi 
hasil. Agar mendapatkan keuntungan, penyertaan pada syirkah 
„uqūd dapat diwujudkan dalam bentuk modal (harta benda) 
maupun keahlian (tenaga). Bahkan melalui syirkah „uqūd tertentu, 
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kedua bentuk penyertaan tersebut dapat dicampurkan satu sama 
lainnya. Menurut para fuqaha, syirkah „uqūd dapat dikategorikan 
menjadi beberapa bagian, yaitu:
53
 
 Syirkah al-mufawwaḍah 
Mufawwaḍah menurut bahasa berarti persamaan. Dengan 
kata lain, syirkah al-mufawwaḍah merupakan bentuk 
persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan 
usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja 
dan keuntungan. 
Menurut  para ahli hukum Islam, serikat ini harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:
54
 
a) Modal masing-masing sama. 
b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama. 
c) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak 
dibenarkan salah satu di antaranya memiliki wewenang 
yang lebih dari yang lain. 
Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam mufawwaḍah 
adalah, bahwa masing-masing pihak hanya boleh melakukan 
transaksi apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak 
lainnya. Dengan demikian, berarti apabila salah seorang 
melakukan tindakan hukum (ber-tasharruf) tanpa mendapat 
persetujuan dari pihak lain, maka al-mufawwaḍah menjadi 
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tidak sah. Namun atas dasar kepercayaan yang telah terbina, 
para pihak dibolehkan bertindak sebagai wakil dari 
persekutuan (syirkah) dalam mencapai tujuan tertentu. 
 Syirkah „Inān 
Syirkah „inān adalah syirkah antara dua orang atau lebih 
untuk menjalankan usaha (perdagangan) dengan 
keuntungan/kerugian ditanggung bersama. Pada syirkah „inān 
tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam hal modal (māl) 
maupun pembagian kerjanya („amal). Meskipun jumlahnya 
tidak sama, modalnya harus diwujudkan dalam bentuk uang. 
Dengan demikian, berarti barang tidak boleh dijadikan modal 
syirkah, kecuali jika barang itu sudah dihitung nilainya (qimah 
al-„urudh) pada saat akad. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
memudahkan ketika akan membagi keuntungan yang dihitung 
berdasarkan kesepakatan, atau kerugian yang ditanggung 
berdasarkan jumlah modal yang disertakan. 
 Syirkah al-„Abdān 
Syirkah al-„abdān merupakan syirkah antara dua orang atau 
lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan (al-a‟māl) tertentu 
secara bersama. Syirkah al-„abdān dinamakan juga 
persekutuan kerja (syirkah a‟māl). Pada syirkah ini tidak 
diwajibkan adanya kesamaan keahlian/kemampuan, melainkan 
mensyaratkan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dari 
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hasil kerja, dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya 
boleh sama atau berbeda di antara mereka (syarik). 
Menurut ulama Malikiyah, Hanifiyah, Hanabilah, dan 
Zaidiyah, bentuk syirkah al-„abdān hukumnya boleh, karena 
tujuan utama dari persekutuan ini adalah pada dasarnya untuk 
mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. 
 Syirkah al-Wujūh 
Syirkah al-wujūh adalah kerjasama dua orang atau lebih 
yang dipercaya untuk membeli suatu barang tanpa modal, 
kemudian dijual kembali secara tunai agar mendapatkan 
keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Disebut 
syirkah al-wujūh karena didasarkan pada kedudukan, 
ketokohan, atau keahlian (wujūh) seseorang di tengah 
masyarakat. 
Namun demikian, An-Nabhani dalam mengingatkan bahwa 
ketokohan (wujūh) yang dimaksud dalam syirkah al- wujūh 
adalah kepercayaan finansial (tsiqah maliyah), bukan semata-
mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah 
yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang pejabat atau 
pengusaha papan atas), yang dikenal tidak amanah karena suka 
wujūh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh 
para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial 
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(tsiqah maliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat 
janji dalam urusan keuangan. 
4. Rukun dan Syarat Syirkah 
Sebagai sebuah perjanjian, syirkah atau perserikatan harus 
memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan 
mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak 
yang mengadakannya. Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, 
menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan 
kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. 
Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta 
berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. 
Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang 
melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). Sedangkan 
Syafi‟iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah 
syirkah „inān, sedangkan syirkah yang lainnya batal.55 Menurut 
ketentuan syariat Islam yang menjadi rukun syirkah adalah sebagai 
berikut:
56
 
a. Ṣigat (lafaẓ akad) 
Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/ 
syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Ṣigat 
pada hakikatnya adalah kemampuan para pihak untuk mengadakan 
serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Ṣigat 
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terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang 
menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun 
perbuatan.
57
 
b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) 
Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus 
memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak 
mengadakan syirkah ini harus sudah dewasa (baligh), sehat 
akalnya, dan atas kehendaknya sendiri. 
c. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) 
Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka 
kerja (frame work) yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak. 
Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak 
yang ada harus memasukkan barang modal atau usaha yang telah 
ditentukan jumlahnya. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak 
boleh berupa harta yang berhutang atau harta yang tidak diketahui 
karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan 
syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan.
58
 
Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut 
Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:
59
 
1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan 
harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua 
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syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan 
adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan 
dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan 
dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang 
lainnya. 
2. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah māl (harta), dalam hal ini 
terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu: a) bahwa modal 
yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran 
(nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan 
modal (harta pokok) ada ketika syirkah dilakukan, baik jumlahnya 
sama maupun berbeda. 
3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah al-mufawwaḍah, bahwa 
dalam mufawwaḍah disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam 
syirkah al-mufawwaḍah harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli 
untuk kafālah, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan 
syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau 
perdagangan. 
4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah „inān sama dengan 
syarat-syarat syirkah al-mufawwaḍah. 
5. Berakhirnya Syirkah 
Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:
60
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1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan 
pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas 
dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada 
kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak 
menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan 
syirkah oleh salah satu pihak. 
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf 
(keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan 
lainnya. 
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah 
lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. 
Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. 
Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut 
serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi 
ahli waris yang bersangkutan. 
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros 
yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun 
sebab yang lainnya. 
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak 
berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini 
dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali. Hanafi 
berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan 
perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 
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6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas 
nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi 
percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang 
menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta 
lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-
pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi 
setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada 
sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang 
masih ada. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM SOTO SEGER KARTOSURO 
 
A. Sejarah Singkat Berdirinya Soto Seger Kartosuro 
Pada tahun 2009 Pak Andre bersama istrinya mulai berfikir untuk 
menjalankan sebuah usaha. Beliau mulai mencari-cari usaha apa yang 
paling cocok. Hingga pada akhirnya Pak Andre memilih untuk membuka 
bisnis di bidang makanan. Beliau mulai mencari jenis makanan yang dapat 
dimakan orang setiap saat yang artinya dari pagi sampai malam dan dapat 
dinikmati segala golongan umur. Beliau sempat menganalisa beberapa 
makanan yang akan dijual, mulai dari bakmi, bakso, sate, dan yang 
lainnya. 
Kemudian pilihannya jatuh pada bisnis ayam bakar. Pak Andre dan 
istrinya memulai bisnisnya pada tahun 2010 dengan membuka warung 
Ayam Bakar Malangsari. Warung tersebut menyajikan berbagai macam 
menu, seperti ayam bakar, ayam gorang, bebek bakar dan bebek goreng. 
Dalam waktu 1 tahun bisnisnya berjalan dengan lancar. Namun seiring 
berjalannya waktu bisnisnya mulai mengalami penurunan dan kendala. 
Kendala yang didapatkan pada saat itu yaitu sulitnya mencari bahan 
makanan seperti bebek yang  sangat sulit untuk didapatkan serta harga 
bebek yang mahal.
1
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Oleh karena itu, Pak Andre beserta istrinya kemudian mulai 
mencoba mencari alternatif menu lain yang lebih fleksibel dan populer. 
Tentunya hidangan tersebut harus dapat dinikmati oleh semua kalangan 
baik orang tua maupun anak-anak dan dapat dinikmati kapan saja. Pak 
Andre melakukan pengamatan dibeberapa tempat makan untuk 
menentukan menu yang baik bagi bisnisnya. Setelah melalui serangkaian 
pengamatan dibeberapa tempat makan, Pak Andre akhirnya memilih soto 
sebagai menu andalannya. 
Pak Andre berkeyakinan bahwa usaha makanan adalah usaha yang 
paling mudah dan resiko relative kecil karena semua kebutuhan bahan 
bakunya dapat diperoleh dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Pilihan 
jatuh pada usaha Soto, karena menurutnya selain banyak yang 
menggemari makanan tersebut juga bisa dinikmati sepanjang hari. 
Pak Andre mulai belajar membuat resep soto yang lezat. Setalah 
beberapa kali mencoba membuat resep soto, akhirnya Pak Andre 
menemukan bumbu dan bahan baku membuat soto yang pas dan tentunya 
lezat. 
Kemudian, pada tahun 2011 Pak Andre dan istrinya mulai 
membuka gerai soto pertamanya di Miranti Banyumanik. Gerai tersebut 
diberi nama Soto Seger Kartosuro. Nama Soto Seger Kartosuro beliau 
pakai karena dua alasan. Alasan pertama yaitu karena nama itu belum ada 
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yang menggunakan, dan alasan kedua yaitu karena orang tua Pak Andre 
berasal dari Kartosuro.
62
 
Pada awal pembukaan gerai Soto Seger Kartosuro, Pak Andre 
hanya mendapatkan omset yang sedikit bahkan bisa dibilang rugi. Tetapi, 
tak lama kemudian bisnisnya mulai berkembang. Bisnisnya mulai 
berkembang setalah mendapatkan pesanan untuk sebuah acara, yang mana 
dari pesanan tersebut bisnisnya mulai dikenal oleh banyak orang. Setelah 
itu, Pak Andre mulai mendapat banyak pesanan untuk acara-acara seperti 
arisan, pengajian dan lain-lain. 
Setelah bisnisnya mulai berkembang Pak Andre membuka satu 
gerai lagi yang terletak di Jalan Kelapa Gading Raya, Plamongan Indah, 
Pedurungan, Semarang. Cabang tersebut juga berjalan dengan baik. 
Kemudian Pak Andre mulai membuka beberapa cabang lagi di tempat 
yang berbeda di sekitar wilayah Semarang. 
Di bisnis sotonya, Pak Andre sengaja membidik kalangan 
menengah ke bawah. Pak Andre mengambil peluang ini dengan menjual 
makanannya dengan harga yang relatif murah. Dengan begitu Pak Andre 
bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. 
Kemudian pada tahun 2013 Pak Andre mulai mewaralabakan 
bisnisnya. Bagi yang minat untuk berbisnis dimakanan ini calon franchisee 
cukup menyediakan dana sekitar Rp. 150 juta. Beliau berkeyakinan bahwa 
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modal tersebut akan kembali dalam waktu satu tahun sampai satu setangah 
tahun apabila bisnis tersebut berjalan lancar.
63
 
Bila ingin mencicipi pasar soto yang cukup besar, tawaran 
waralaba Soto Seger Kartosuro ini bisa menjadi pilihan. Modalnya relative 
terjangkau. Diharapkan usaha ini bisa balik modal dalam kurun waktu satu 
sampai satu setengah tahun. Soto adalah salah satu makanan tradisional 
khas Indonesia yang memiliki tampilan seperti sop, namun terbuat dari 
kaldu daging dan sayuran. Soto penggemarnya banyak dan tak kenal usia. 
Bisa dinikmati untuk semua umur diwaktu kapan saja dan dengan harga 
yang sangat terjangkau. 
Hingga saat ini Soto Seger Kartosuro sudah mencapai 13 cabang 
yang yang berada di sekitar Semarang. Menu andalan Soto Seger 
Kartosuro tidak jauh berbeda dengan menu warung soto lainnya. Soto 
Seger Kartosuro menyediakan soto dengan dua isian yang berbeda, yaitu 
soto daging ayam dan soto daging sapi. Selain itu, disediakan pula macam-
macam sate dan gorengan sebagai pelengkapnya. Soto Seger Kartosuro 
buka setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 16.00 (4 sore). 
Selain menyediakan menu soto, Pak Andre juga masih menyediakan ayam 
goreng dan ayam bakar. 
Perkembangan cara waralaba Soto Seger Kartosuro ini sangat cepat 
terutama di sekitaran wilayah Semarang.  Hal ini dikarenakan  soto 
merupakan jenis makanan yang digemari oleh semua kalangan. Hal ini 
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terlihat dari perkembangan bisnis waralaba ini adanya peningkatan 
permintaan bahan baku yang sangat signifikan serta dari royalty fee yang 
juga semakin meningkat. 
Merek itu diciptakan agar mudah diingat orang karena berpengaruh 
kepada persepsi yang akan terus diingat. Merek juga sebaiknya 
mangandung arti, baik diciptakan sendiri maupun yang sudah diketahui 
umum. Karena arti itu berhubungan dengan produk yang akan ditawarkan 
pada konsumennya. 
Sampai dengan tahun 2018 ini, Soto Seger Kartosuro telah 
memiliki 19 cabang di sekitar wilayah Semarang dan 2 cabang di luar 
wilayah Semarang yaitu di Solo dan di Jakarta. Namun ada 5 cabang yang 
tidak berjalan dengan baik dan tidak beroperasi lagi, bahkan ada sudah 
memutuskan hubungan kerjasama dengan Soto Seger Kartosuro.
64
 
Menurut Pak Andre sebagai owner Soto Seger Kartosuro, cabang 
yang tutup dikarenakan salah pilih tempat yang kurang strategis, 
masyarakat sudah mulai bosan dengan soto karena semakin banyak 
warung yang membuka soto dengan berbagai ciri khas, dan salah pilih 
rekan bisnis merupakan kendala dalam pengembangan bisnisnya. Dengan 
banyaknya cabang-cabang yang tutup, manajemen Soto Seger Kartosuro 
sekarang mulai lebih berhati-hati dalam memilih franchisee sebagai rekan 
bisnis dalam mengelola waralaba Soto Seger Kartosuro. 
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B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Bisnis Waralaba Soto Seger 
Kartosuro 
Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan 
penggunaannya tergantung kepada orang tersebut, sedangkan kewajiban 
adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang 
harus dilaksanakan). 
Dalam menjalankan bisnis waralaba tersebut, pemberi waralaba 
(franchisor) dan penerima waralaba (franchisor) mempunyai hak dan 
kewajiban masing-masing, diantaranya: 
Kewajiban franchisor yang menjadi hak franchisee adalah sebagai 
berikut: 
7. Memberikan waralaba usaha standar makanan soto dengan merek 
“Soto Seger Kartosuro” kepada penerima waralaba (franchisee) sesuai 
kesepakatan. 
8. Memberikan sistem dan cara manual operasional bisnis Soto Seger 
Kartosuro. 
9. Memberikan dukungan kepada franchisee dalam 
mengoperasikan/menjalankan bisnisnya. 
10. Melakukan pengawasan (monitoring) yang bertujuan untuk 
memastikan bahwa sistem yang disediakan dijalankan dengan baik 
dan benar secara konsisten. 
11. Membantu dalam mempromosikan bisnisnya dengan malakukan 
penggabungan promosi/joint promotion. 
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12. Franchisor harus memasokan bahan-bahan yang akan digunakan 
dalam pembuatan soto serta memasok peralatan-peralatan yang 
diperlukan. 
Sedangkan kewajiban franchisee yang merupakan hak franchisor 
dapat dibedakan menjadi dua macam: 
3. Franchisor (pemberi waralaba) berhak menerima biaya waralaba 
(franchise fee) pada saat pembukaan kedai dan royalty setiap 
bulannya. 
4. Franchisor berhak mengambil keuntungan dari penjualan barang 
modal atau bahan mentah yang merupakan satu paket dengan 
pemberian waralaba. 
Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban 
tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak 
yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak 
lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya. Pada 
umumnya, kompenen yang membentuk perjanjian waralaba adalah sebagai 
berikut:
65
 
a. Franchisor, merupakan pihak yang memiliki sistem atau cara-cara 
tertentu dalam berbisnis. Pemberi waralaba (franchisor) adalah badan 
usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk 
memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual 
atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. 
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b. Franchisee, yaitu pihak yang menerima waralaba atau sistem usaha 
dari franchisor sehingga memiliki hak untuk menjalankan bisnis 
dengan cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor. 
c. Franchise, yaitu sistem dan cara-cara bisnis itu sendiri, ini merupakan 
pengetahuan atau spesifikasi usaha dari  franchisor yang dijual kepada 
franchisee. Dalam suatu perjanjian waralaba, franchise berkedudukan 
sebagai objek perjanjian. 
 
C. Sistem Waralaba Soto Seger Kartosuro 
Soto Seger Kartosuro menetapkan modal awal atau franchise fee 
bagi pihak yang ingin membuka gerai Soto Seger Kartosuro yaitu 
diwajibkan untuk membayar sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh 
puluh lima juta). Besarnya franchise fee tergantung pada keadaan ekonomi 
disetiap tahunnya. Perjanjian waralaba di Soto Seger Kartosuro dalam  
pembayaran franchise fee yang dibayarkan oleh penerima waralaba tidak 
menggunakan jangka waktu atau dalam sekali pembayaran berlaku untuk 
selamanya. Dengan biaya tersebut penerima waralaba akan mendapatkan 
ruko yang akan dicarikan ditempat yang strategis, dapat karyawan dari 
pusat/pemberi waralaba, dan peralatan dapur seperti perlengkapan masak, 
perlengkapan makan serta bahan baku yang digunakan untuk membuat 
soto dan lain-lain.
66
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Pembayaran franchise fee biasanya dilakukan di depan, dalam arti 
pembayaran dilakukan setelah penandatanganan perjanjian waralaba 
antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Setiap waralaba memiliki 
mekanisme pembayaran franchise fee yang berbeda. Ada pemberi 
waralaba yang mengharuskan untuk membayar penuh uang franchise fee, 
namun ada juga pemberi waralaba yang mengizinkan penerima waralaba 
untuk membayar franchise fee secara berangsur. 
Sedangkan, pembayaran franchise fee yang dilakukan pada Soto 
Seger Kartosuro dapat dilakukan secara berangsur, yaitu dilakukan dengan 
dua kali pembayaran. Pembayaran pertama sebasar 50% yang dibayarkan 
pada saat ditandatanganinya kontrak kerjasama dan pembayaran kedua 
sebesar 50% yang dibayarkan pada saat pembukaan gerai.
67
 
Franchise fee ini digunakan oleh pemberi waralaba sebagai biaya 
investasi awal, dimana digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu 
untuk membuka usaha waralaba tersebut. Franchise fee diperlukan 
franchisor untuk membantu franchisee dan terdiri dari:
68
 
a. Bantuan pra-operasi dan awal operasi bisnis franchisee. 
b. Pembuatan manual operasi untuk digunakan franchisee. 
c. Penyelenggaraan pelatihan awal (initial training) dan biaya konsultasi, 
khususnya pada operasi bisnis waralaba. 
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d. Biaya promosi/iklan, khususnya untuk promosi menjelang pembukaan 
bisnis waralaba. 
e. Pemilihan lokasi. 
Pembukaan gerai dilakukan dengan pola kemitraan dimana 
permodalan seluruhnya ditanggung oleh penerima waralaba (franchisee) 
dan pemberi waralaba melakukan pengelolaan sistem manajemen. Konsep 
dasar kerjasama yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Seluruh permodalan untuk penyediaan tempat, pembangunan warung, 
penyediaan bahan baku, penggajian dan biaya lainnya sampai promosi 
ditanggung oleh penerima waralaba. 
2. Pemberi waralaba melakukan pengelolaan warung mulai dari set up 
tempat, interior, pelatihan karyawan, sampai dengan menjalankan 
operasional sehari-hari. Termasuk juga untuk melakukan program 
dalam rangka peningkatan penjualan secara teknis. 
Bila semua persiapan sudah selesai, geraipun bisa jalan atau 
dibuka. Terwaralaba harus membayar royalty fee kepada Pak Andre selaku 
pewaralaba. Royalty fee yang ditarik oleh pewaralaba secara rutin 
diperlukan untuk membiayai pemberian bantuan teknik selama kedua 
belah pihak terkait dalam perjanjian. Biaya royalty fee dihitung dari 
persentasi omset yang didapatkan setiap bulannya.
69
 
Soto Seger Kartosuro memiliki mekanisme pembagian royalty fee 
tersendiri. Pada umumnya dalam perjanjian waralaba menyebutkan bahwa 
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terwaralaba membayar sejumlah biaya waralaba (royalty fee) kepada 
pewaralaba berdasarkan besarnya penjualan. Dalam penetapan royalty fee, 
pihak Soto Seger Kartosuro menetapkan sebesar 50% dari penghasilan 
bersih perbulan yang sudah dikurangi untuk pembayaran karyawan, sewa 
ruko dan membayar bahan-bahan pembuatan soto yang dikirim dari pusat 
setiap paginya.
70
 
Franchisee mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan 
omset penjualan kepada franchisor pada awal bulan atau setiap tanggal 1, 
semata-mata untuk kepentingan penentuan besarnya royalty yang wajib 
dibayarkan setiap bulannya. 
Pembayaran royalty fee di Soto Seger Kartosuro harus tetap 
dibayarkan berapapun penghasilan setiap bulannya. Meskipun penghasilan 
perbulannya tidak memenuhi target yang dicapai.
71
 
Dalam penentuan franchise fee dan royalty fee, franchisor harus 
berlaku adil untuk menentukan berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam 
menjalankan bisnisnya tersebut. Tidak boleh ada biaya terselubung dalam 
hal tersebut. Dan hendaknya franchisor juga bijak dalam menentukan 
pengeluaran franchisee sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya. 
Demikian pula dalam penentuan royalty fee. 
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BAB IV 
PELAKSANAAN BISNIS WARALABA DI SOTO SEGER KARTOSURO 
DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN ISLAM 
 
A. Pelaksanaan Bisnis Waralaba di Soto Seger Kartosuro 
Kerjasama bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro merupakan 
sebuah kesepakatan kerjasama secara tertulis antara pemberi dan penerima 
waralaba. Keduanya bersepakat menjalin kerjasama yang saling membantu 
baik dalam meningkatkan perekonomian maupun memperluas atau 
pengembangan jaringan Soto Seger Kartosuro sendiri. 
Bentuk waralaba di Soto Seger Kartosuro yang disepakati antara 
kedua belah pihak merupakan waralaba produk dam merek dagang. Yang 
mana Pak Andre sebagai pemberi waralaba memberikan hak kepada 
penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan disertai 
dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya.
1
 Atas pemberian izin 
penggunaan merek dagang itu, pemberi waralaba mendapatkan suatu 
bentuk bayaran royalty dimuka, dan selanjutnya dia juga mendapatkan 
keuntungan dari penjualan produknya.
2
 
Sebagai bentuk pengembangan usaha Soto Seger Kartosuro, 
penerima waralaba diwajibkan mematuhi peraturan dan pelaksanaan 
operasional yang telah menjadi kesepakatan antara pemberi waralaba 
(franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee). 
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Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib 
memberikan keterangan tertulis kepada penerima waralaba sekurang-
kurangnya mengenai:
74
 
a. Identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan 
usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama dua tahun 
terakhir. 
b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang 
menjadi objek waralaba. 
c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba. 
d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepeda 
penerima waralaba. 
e. Hak dan kewajiban pemberi waralaba kepada penerima waralaba. 
f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan, dan perpanjangan 
perjanjian waralaba. 
g. Hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka 
pelaksanaa perjanjian waralaba. 
Dalam kontrak waralaba (franchisee agreement), juga terdapat 
klausul sebagai berikut:
75
 
1. Klausul fee dan royalty 
Pencantuman “klausul fee dan royalty”, terkait dengan kewajiban 
franchisee untuk memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang 
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sebagai bagian yang tak terpisahkan dari komitmen kerjasama. 
Kewajiban pembayaran fee ini pada umumnya dilakukan pada awal 
pelaksanaan hubungan kontraktual. Sedangkan pembayaran royalty, 
merupakan bentuk pembayaran terhadap hasil penggunaan atau 
pemanfaatan hak (HAKI), produk maupun manajemen oleh 
franchisee. 
2. Klausul pengawasan (quality control product and management) 
Pencantuman “klausul pengawasan (quality control product and 
management)” merupakan bagian dari komitmen franchisee untuk 
menjaga image (nama baik) produk milik franchisor. Klausul ini 
penting, mengingat terjaganya kualitas produk maupun bentuk 
pelayanan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Untuk itu 
bentuk pengawasan yang ketat merupakan upaya mempertahankan 
kelangsungan usaha franchisee itu sendiri. 
3. Klausul penggunaan bahan atau produk franchisor (tei-in clause) 
Pencantuman “klausul penggunaan bahan atau produk franchisor 
(tei-in clause)”, merupakan bagian dari proses bisnis franchisee untuk 
menjaga mutu produk agar tetap memenuhi standar kualitas yang 
ditentukan. Bahkan acap kali klausul terkait dengan kerahasiaan 
produk atau jasa yang di-franchisee-kan. 
4. Klausul daerah pemasaran eksklusif 
Pencantuman “klausul daerah pemasaran eksklusif” ini terkait 
kebijakan untuk mengatur jaringan  distribusi franchisee, selain untuk 
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menghindari persaingan sesama franchisee juga diharapkan memberi 
jaminan hasil investasi yang telah ditanamkan oleh franchisee. 
5. Klausul kerahasiaan 
Pencantuman “klausul kerahasiaan”, dimaksudkan untuk mengikat 
franchisee agar tidak membocorkan rahasia yang telah dilisensikan 
tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis franchisor. Hal ini 
sangat erat kaitannya dengan HAKI, besarnya investasi franchisor 
serta pertimbangan bisnis lainnya. 
Pada waralaba di Soto Seger Kartosuro, franchise fee yang sudah 
dibayarkan oleh terwaralaba dikelola oleh pewaralaba untuk membuka 
satu outlet baru dimana outlet tersebut berdiri dilahan yang sudah 
disediakan oleh pihak pewaralaba. Franchise fee tersebut digunakan untuk 
membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan terwaralaba dalam bisnis 
makanan ini. 
Calon terwaralaba yang ingin membuka gerai Soto Seger 
Kartosuro diwajibkan untuk membayar franchise fee sebesar 
Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) yang berlaku untuk 
selamanya.
76
 
Calon terwaralaba diharuskan membayar uang muka sebesar 50% 
dari total franchise fee yang ditetapkan Soto Seger Kartosuro. Dengan 
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pembayaran uang muka ini, calon terwaralaba berhak mendapatkan hal-hal 
sebagai berikut:
77
 
1. Merek dagang Soto Seger Kartosuro 
2. Format/pola usaha Soto Seger Kartosuro 
3. Program pelatihan khusus berupa pelatihan usaha yang diberikan oleh 
pewaralaba. 
Pembayaran uang muka tersebut dibayarkan pada saat 
ditandatanganinya kontrak kerjasama antara pemberi waralaba dan 
penerima waralaba. Sedangkan 50% dari sisa pembayaran tersebut 
dibayarkan pada saat pembukaan gerai Soto Seger Kartosuro. 
Sistem pembayaran franchise fee pada waralaba Soto Seger 
Kartosuro tidak jauh berbeda dengan waralaba lainnya. Pak Andre, selaku 
franchisor Soto Seger Kartosuro menentukan jumlah franchise fee yang 
harus dibayarkan oleh franchisee. 
Sistem pembayaran franchise fee pada Soto Seger Kartosuro 
adalah sebagai berikut:
78
 
1) Sebelum melakukan perjanjian waralaba, Pak Andre menawarkan 
prospectus kepada franchisee, dimana prospectus tersebut adalah 
berkas penawaran yang diberikan oleh franchisor kepada calon 
franchisee. Dalam sebuah prospectus tersebut terdapat data-data yang 
berhubungan dengan usaha waralaba yang akan dijalankan. Data-data 
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yang ada dalam perjanjian waralaba tersebut antara lain sebagai 
berikut: 
a. Unit bisnis yang ditawarkan, termasuk di dalamnya tarpasar yang 
akan dibidik. 
b. Biaya-biaya yang akan dibutuhkan, termasuk didalamnya syarat 
lokasi untuk memulai usaha waralaba tersebut. 
c. Peruntukan dari franchise fee, dimana franchise fee tersebut 
termasuk pelatihan, pengadaan alat dan perizinan untuk membuka 
usaha waralaba tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. 
2) Setelah melakukan penawaran prospectus dan calon franchisee setuju 
dengan prospectus yang ditawarkan, maka langkah selanjutnya adalah 
membuat perjanjian waralaba antara franchisor dengan franchisee. 
Dalam perjanjian waralaba tersebut, terdapat hak-hak dan kewajiban 
yang harus disepakati antara kedua belah pihak, antara lain: 
a. Franchisee wajib untuk membeli langsung bahan baku seperti 
bumbu-bumbu yang dibutuhkan dari franchisor. Ini diharuskan 
untuk menyeragamkan rasa masakan yang tercipta di seluruh 
outlet Soto Seger Kartosuro. 
b. Franchisee wajib menjaga kualitas dan nama baik (brand image) 
franchisor. 
c. Franchisee wajib mengikuti standar operasi dan spesifikasi yang 
telah ditetapkan manajemen Soto Seger Kartosuro. 
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d. Manajemen Soto Seger Kartosuro berkewajiban melakukan 
pembinaan terhadap usaha yang dijalankan franchisee 
(operasional, manajemen, dan keungan) serta memberikan 
pedoman operasi usaha yang dijalankan dan disepakati oleh pihak 
franchisee. 
3) Selanjutnya meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat usaha Soto 
Seger Kartosuro. Syarat dari lokasi waralaba tersebut haruslah lokasi 
yang strategis untuk memulai usaha dan berada ditengah keramaian 
masyarakat, mudah dijangkau dan tidak terletak di tempat terpencil. 
Mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat usaha, manajemen Soto 
Seger Kartosuro ikut turun tangan di dalamnya. 
4) Langkah terakhir sebelum usaha dijalankan adalah manajemen Soto 
Seger Kartosuro mengadakan palatihan (training) agar usaha yang 
dijalankan franchisee berjalan sesuai dengan standar operasi 
manajemen Soto Seger Kartosuro. 
Sedangkan untuk pembagian royalty fee pada waralaba Soto Seger 
Kartosuro tidak jauh berbeda dengan usaha waralaba umumnya. Pak 
Andre selaku pemilik Soto Seger Kartosuro menetapkan royalty fee bagi 
rekan bisnisnya atau bagi franchisee. Terwaralaba harus membayar royalty 
fee yang besarnya 50% dari omset perbulan.
79
 
Royalty fee yang ditetapkan manajemen Soto Seger Kartosuro 
sebesar 50% diambil dari keuntungan bersih yang sudah dikurangi untuk 
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pembayaran gaji karyawan dan biaya pengeluaran yang digunakan untuk 
membeli bahan baku selama satu bulan. Alasan yang mendasari royalty fee 
diambil dari keuntungan bersih adalah karena waralaba Soto Seger 
Kartosuro mempunyai cabang dimana-mana, sehingga untuk memudahkan 
pembagian keuntungannya. Dan tentu saja, hal ini disetujui oleh semua 
franchisee Soto Seger Kartosuro. 
Mekanisme bagi hasil antara pewaralaba dengan terwaralaba 
diambil dari omset penjualan selama sebulan. Pembayaran royalty fee pada 
waralaba di Soto Seger Kartosuro dilakukan setiap awal bulan pada 
tanggal 1. 
Dalam penentuan franchise fee dan royalty fee, franchisor harus 
berlaku adil untuk menentukan berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam 
menjalankan bisnisnya tersebut. Tidak boleh ada biaya terselubung dalam 
hal tersebut. Dan hendaknya franchisor juga bijak dalam menentukan 
pengeluaran franchisee sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya. 
Demikian pula dalam penentuan royalty fee. 
Konsep perjanjian bisnis waralaba ini merupakan kesepakatan 
kedua belah pihak, untuk setiap pemakaian merek, logo, papan nama harus 
meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Andre selaku franchisor, dan 
tidak diperbolehkan mengalihkan atau menjual sebagian atau seluruh hak 
perjanjian kerjasama kepada pihak lain. 
 
62 
 
 
 
B. Pelaksanaan Bisnis Waralaba di Soto Seger Kartosuro Ditinjau dari 
Hukum Perikatan Islam 
Islam adalah agama yang tidak melarang setiap bentuk kerjasama 
pada setiap umatnya yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis 
yang menguntungkan satu sama lain. Semua bentuk organisasi bisnis 
dalam berbagai bidang seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, 
transportasi, pembangunan, dan lainnya dibentuk untuk melangsungkan 
perekonomian dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai khalifah di 
bumi ini. Ada banyak organisasi bisnis dapat dibentuk berdasarkan 
prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi kita dan untuk 
memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini. Kerjasama untuk saling 
memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis Islam maka 
hal tersebut dibolehkan. 
Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan 
dalam waralaba (franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu 
sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (syirikah). 
Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian franchising itu, maka 
secara otomatis antara franchisor dengan franchisee terbentuk hubungan 
kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
80
 
Dalam Al-Qur‟an diperbolehkannya syirkah ini didasarkan sebagaimana 
firman Allah dalam surat Shaad ayat 24: 
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 ِٜغْثَٞ َى ِءاََطيُخْىا َِ ٍِ  اًشْٞ ِصَم َُّ ِإ َٗ  ِٔ ِجاَعِّ  َٚىِإ َلِرَجْعَّ  ِهاَؤُسِت َل ََ َيَظ ْذَقَى َهاَق
  ا َِ ْٝ ِزَّىا َّلاِإ ٍطْعَت َٚيَع ٌْ ُٖ ُعَْعت َِّ َظ َٗ  ٌْ ُٕ  ا ٍَ  ٌوْٞ ِيَق َٗ  ِخاَحِىا َّصىا اُ٘ي َِ َع َٗ  اُْ٘ ٍَ
 َّتَس ََشفَْغرْساَف ُٓاََّْرَف ا ََ ََّّأ ُد ُٗ َاد َباََّأ َٗ  ًاعِماَس َّشَخ َٗ  ُٔ﴿۲٤﴾  
 
Artinya : 
Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian 
mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah 
mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.
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Ayat di atas menegaskan bahwa syirkah merupakan suatu bentuk 
muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan telah 
menjadi adat kebiasaan sejak dahulu sampai sekarang. Disebabkan syirkah 
banyak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia, maka Islam 
menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan 
dibenarkan hukum Islam. 
Adapun syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam 
syirkah adalah:
82
 
1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan 
untuk menjadi wakil atau mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena 
masing-masing anggota syirkah telah mengizinkan anggota sekutunya 
melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta syirkah, menerima 
pekerjaan atau membeli barang–barang dan kemudian menjualnya. 
Dengan demikian tiap-tiap anggota syirkah adalah orang yang 
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mewakilkan kepada teman sekutunya dan dalam waktu sama juga 
menjadi wakil teman sekutunya. 
2. Obyek akad yaitu hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan 
tiap-tiap anggota syirkah melakukan tindakan-tindakan hukum. 
3. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan 
keuntungan yang ditentukan kadar porsentasinya seperti setengah, 
sepertiga dan sebagainya. 
Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena 
baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba, keduanya 
berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam waralaba sendiri 
diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan ketelitian. Hal ini sangat sesuai 
dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam yaitu adanya subyek 
perikatan, obyek perikatan, tujuan perikatan, ijab dan qabul. 
Sistem bisnis waralaba yang diterapkan pada Soto Seger Kartosuro 
adalah bentuk kerjasama (syirkah) dengan jenis dalam syirkah „inān yaitu 
syirkah atau kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana dana 
yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-
masing pihak tidak sama.
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Syirkah „inān merupakan jenis syirkah yang paling banyak 
diterapkan dalam dunia bisnis, hal ini dikarenakan keluasan ruang 
lingkupnya dan sistem pelaksanaannya yang fleksibel. Berikut ini 
beberapa karakteristik dari syirkah „inān: 
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a. Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus 
sama. 
b. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung 
dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak 
tersebut dari dirinya. 
c. Pembagian keuntungan dapat didasarkan pada persentase modal 
masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. 
d. Kerugian dan keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan 
modal masing-masing. 
Jika dilihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
waralaba termasuk syirkah „inān dengan persamaan antara lain modal 
yang dikeluarkan franchisor dengan franchisee dalam waralaba tidak sama 
besarnya. Selain itu, yang membuat waralaba termasuk syirkah „inān 
adalah adanya perbedaan tanggungjawab kerja antara franchisor dengan 
franchisee dimana franchisor bertanggungjawab untuk membimbing 
franchisee dalam usahanya, sedangkan franchisee bertanggungjawab 
untuk menjaga nama baik usaha dengan merek Soto Seger Kartosuro yang 
digunakannya. 
Dalam pembagian keuntungan (royalty fee) dalam bisnis, biasanya 
didasarkan pada bagi hasil gross profit (keuntungan kotor yang belum 
dikurangi biaya-biaya selama usaha) dan net profit (keuntungan bersih 
yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha). Namun di Soto 
Seger Kartosuro menggunakan net profit (keuntungan bersih yang sudah 
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dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha).  Alasan, karena waralaba Soto 
Seger Kartosuro mempunyai cabang dimana-mana, sehingga untuk 
memudahkan pembagian keuntungannya. Dan ketentuan bagi hasil ini 
tertulis dalam perjanjian waralaba. Sehingga jika dihubungkan dengan 
syirkah dalam Islam, kedua belah pihak sudah tahu dan sama-sama rela 
karena syarat sahnya akad adalah tidak saling memaksa dan tidak saling 
mendzolimi. 
Pada waralaba Soto Seger Kartosuro agar terjadi persamaan rasa 
soto dan kualitas makanan yang diperdagangkan, ada beberapa barang 
yang wajib diambil dari pusat, yaitu: bihun, tauge, daging ayam, daging 
sapi, seledri, tepung, tempe, telur ayam, telur puyuh, usus, kentang, jeruk 
nipis, cabai rawit, cabai merah, bumbu kuah halus, kecap manis, daun 
bawang, tomat, minyak goreng. Dari hal di atas dapat diketahui bahwa 
manajemen Soto Seger Kartosuro sangat menjaga kualitas dan mutu 
produk yang dijual sehingga untuk bahan baku utama wajib dibeli dari 
Soto Seger Kartosuro pusat dengan margin yang diambil oleh franchisor 
diketahui franchisee sebagai bentuk adanya transparansi dalam waralaba 
Soto Seger Kartosuro ini.
 84
  
Jika bahan baku utama tidak dibeli disatu tempat yang sama, maka 
akan terjadi perbedaan rasa dan kualitas makanan yang disajikan setiap 
outlet Soto seger Kartosuro dan tentu saja ini dapat merusak image Soto 
Seger Kartosuro dimata masyarakat sehingga akan merugikan bisnis 
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franchisee juga. Dalam hal ini tidak melanggar kaidah bersyirkah, karena 
kedua belah pihak saling mengetahui dan sama-sama rela sehingga tidak 
melanggar etika bisnis yang berlaku. 
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem waralaba 
(franchise) Soto Seger Kartosuro ini tidak bertentangan dengan syariat 
Islam, karena obyek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal 
yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya: bisnis penjualan makanan 
atau minuman yang haram). Selain itu bisnis waralaba ini pun mempunyai 
manfaat yang cukup bagus dan berperan dalam meningkatkan 
pengembangan usaha kecil dan menengah, apabila kegiatan waralaba 
tersebut hingga pada derajat tertentu dapat mempergunakan barang-barang 
hasil produksi dalam negeri maupun untuk melaksanakan kegiatan yang 
tidak akan merugikan kepentingan dari pengusaha kecil dan menengah 
tersebut. 
Waralaba yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah waralaba 
yang ditujukan dalam rangka saling membantu sesama manusia, sehingga 
setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai 
keberhasilan dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, baik bagi 
pemberi waralaba, penerima waralaba, dan masyarakat maupun 
pemerintah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, dapat penulis 
simpulkan sebagai berikut: 
1. Konsep bisnis waralaba di Soto Seger Kartosuro adalah waralaba 
produk dam merek dagang. Yang mana pemberi waralaba memberikan 
hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk Soto Seger 
Kartosuro disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagang yang 
dikelola dengan standar manajemen yang berlaku di Soto Seger 
Kartosuro. 
2. Bisnis waralaba yang diterapakan di Soto Seger Kartosuro adalah 
bentuk kerjasama (syirkah) dengan jenis syirkah „inān yang berarti 
persetujuan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana 
dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh 
masing-masing pihak tidak sama. Sistem waralaba Soto Seger 
Kartosuro tidak bertentangan dengan hukum perikatan Islam, sistem 
waralaba Soto Seger Kartosuro ini sejalan dengan konsep syirkah „inān 
dimana pada konsep tersebut terdapat unsur keterbukaan dan kerelaan 
diantara dua pelaku bisnis yang saling bekerja sama. 
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B. Saran 
1. MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai wadah bagi para ulama 
Indonesia dalam merumuskan tentang berbagai hal-hal yang berkaitan 
dengan fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat muslim 
Indonesia yang bersifat baru/kontemporer, hendaknya juga 
mengeluarkan fatwa mengenai bisnis waralaba ini sebagaimana 
mengeluarkan fatwa mengenai usaha-usaha lainnya. Penerbitan fatwa 
ini dimaksudkan untuk menjadi acuan tat cara waralaba yang sesuai 
dengan Islam. 
2. Bagi manajemen Soto Seger Kartosuro mengenai franchise fee dan 
royalty fee agar selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan dan 
transparansi di dalamnya, sehingga dapat menjalin hubungan yang 
harmonis antara franchisor dan franchisee serta untuk mendapatkan 
ridho Allah SWT. 
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Lampiran 1 
Daftar wawancara dengan Pak Andre pemilik waralaba Soto Seger 
Kartosuro 
1. Bagaimana awal mula berdirinya Soto Seger Katosuro? 
Jawab: Sebelum membuka warung Soto Seger Katosuro saya membuka 
warung Ayam Bakar Malangsari. Tetapi, seiring berjalannya waktu mulai 
mengalami penurunan dan kendala. Kendalanya pada saat itu yaitu sulit 
mencari bahan makanan seperti bebek yang sangat sulit untuk didapatkan 
serta harga bebek yang mahal. 
2. Mengapa dinamakan Soto Seger Kartosuro, tidak yang lainnya? 
Jawab: Nama Soto Seger Katosuro saya pakai karena nama itu belum ada 
yang menggunakan, selain itu orang tua saya juga berasal dari Kartosuro. 
3. Kapan tepatnya Bapak mewaralabakan usahanya? 
Jawab: Saya mulai mewaralabakan Soto Seger Katosuro pada tahun 2013. 
4. Apakah semua cabang tersebut berjalan sukses? 
Jawab: Alhamdulillah semua berjalan lancar, tetapi ada 5 cabang yang tidak 
berjalan dengan baik dan tidak beroperasi lagi, bahkan ada yang sudah 
memutuskan hubungan kerjasama dengan Soto Seger Katosuro. 
5. Apakah Bapak memiliki usaha lain yang diwaralabakan seperti Soto Seger 
Kartosuro? 
Jawab: Tidak. 
6. Bagaimana tahapan untuk mengambil waralaba Soto Seger Kartosuro? 
Jawab: 1) Sebelum melakukan perjanjian waralaba, saya menawarkan 
prospectus kepada franchisee. Dalam sebuah prospectus tersebut terdapat 
data-data yang berhubungan dengan usaha waralaba yang akan dijalankan, 
seperti: unit bisnis yang ditawarkan, biaya-biaya yang akan dibutuhkan, 
peruntukan dari franchise fee. 2) Setelah melakukan penawaran prospectus 
dan calon franchisee setuju dengan prospectus yang ditawarkan, maka 
langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian waralaba antara franchisor 
dengan franchisee. Dalam perjanjian waralaba tersebut, terdapat hak-hak dan 
kewajiban yang harus disepakati antara kedua belah pihak, antara lain: 
  
 
Franchisee wajib untuk membeli langsung bahan baku, franchisee wajib 
menjaga kualitas dan nama baik franchisor, franchisee wajib mengikuti 
standar operasi dan spesifikasi yang telah ditetapkan manajemen Soto Seger 
Kartosuro, manajemen Soto Seger Kartosuro berkewajiban melakukan 
pembinaan terhadap usaha yang dijalankan franchisee. 3) Selanjutnya 
meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat usaha Soto Seger Kartosuro. 4) 
Langkah terakhir sebelum usaha dijalankan adalah manajemen Soto Seger 
Kartosuro mengadakan palatihan agar usaha yang dijalankan franchisee 
berjalan sesuai dengan standar operasi manajemen Soto Seger Kartosuro. 
Setelah itu semua dilaksanakan, franchisee baru bisa membuka gerai. 
7. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasamanya? 
Jawab: Pertama saya mengadakan pertemuan antara saya dan calon 
franchisee, dilanjutkan dengan kesepakatan apa yang menjadi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam 
perjanjian kerjasama, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian. 
Setelah itu baru diadakan pendampingan. Pendampingan tersebut berupa 
pelatihan selama satu bulan agar usaha yang dijalankan bisa berjalan sesuai 
dengan standar operasi manajemen Soto Seger Kartosuro. 
8. Apakah ada kewajiban yang harus dilakukan franchisee sebelum membuka 
gerai? 
Jawab: Calon franchisee diwajibkan untuk membayar franchise fee sebesar 
Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta). Biaya tersebut bisa 
dibayarkan secara tunai maupun dengan dua kali pembayaran. 
9. Berapa jumlah franchise fee yang dibayarkan untuk bergabung dengan 
waralaba Soto Seger Kartasura? Serta untuk apa sajakah biaya yang 
dikeluarkan tersebut? 
Jawab: Soto Seger Kartosuro menetapkan franchise fee sebesar 
Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta). Besarnya franchise fee 
tergantung pada keadaan ekonomi disetiap tahunnya. Dengan biaya tersebut 
akan mendapatkan ruko yang akan kita carikan ditempat yang strategis, 
  
 
karyawan, dan peralatan dapur seperti perlengkapan masak. Perlengkapan 
makan serta bahan baku yang digunakan untuk membuat soto dan lain-lain. 
10. Bagaimana sistem pembayaran franchise fee pada waralaba Soto Seger 
Kartosuro? 
Jawab: Dalam pembayaran franchise fee di Soto Seger Kartosuro ada dua 
cara yaitu dengan membayar penuh dan dapat dilakukan secara berangsur, 
yaitu dilakukan dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar 
50% yang dibayarkan pada saat ditandatanganinya kontrak kerjasama dan 
pembayaran kedua sebesar 50% yang dibayarkan pada saat pembukaan gerai. 
11. Bagaimana sistem pembagian royalty fee pada waralaba Soto Seger 
Kartosuro? 
Jawab: Pembagian royaltynya sebesar 50% dari penghasilan bersih perbulan 
yang sudah dikurangi untuk pembayaran karyawan, sewa ruko dan membayar 
bahan-bahan pembuatan soto yang dikirim dari pusat setiap paginya. 
12. Bagaimana tata cara pembayaran royalty fee? 
Jawab: Royalty fee dibayarkan setiap tanggal 1. Hal ini berlaku sama bagi 
setiap cabang Soto Seger Kartosuro. 
13. Apakah selama usaha berjalan ada franchisee yang kurang lancar dalam 
pembayaran royalty fee? 
Jawab: Tidak ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 2 
Daftar wawancara dengan Ibu Nina sebagai penerima waralaba (franchisee) 
Soto Seger Kartosuro yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, 
Pedurungan Tengah, Pedurungan, Semarang 
1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui waralaba Soto Seger Kartasura? 
Jawab: Saya mengetahui waralaba Soto Seger Kartosuro dari kerabat saya. 
2. Kenapa anda memilih Soto Seger Kartasura sebagai Bisnis waralaba bapak 
/ibu?  
Jawab: Karena itu memang dibidang saya, selain itu saya memang hobi 
memasak. 
3. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerjasama dengan pihak Soto Seger 
Kartasura? Apakah bapak merasa di rugikan selama bekerjasama dengan 
pihak Soto Seger Kartasura, apa alasannya? 
Jawab: Saya membukai gerai mulai bulan Juli 2017, dan selama bekerjasama 
dengan Soto Seger Kartosuro saya tidak pernah merasa dirugikan. 
4. Berapa jumlah franchise fee yang Bapak/Ibu bayarkan untuk bergabung 
dengan waralaba Soto Seger Kartasura? Serta untuk apa sajakah biaya yang 
dikeluarkan tersebut? 
Jawab: Franchise fee sebesar Rp.175.000.000,-. Dengan biaya tersebut saya 
mendapatkan ruko yang dicarikan ditempat yang strategis, karyawan, dan 
peralatan dapur seperti perlengkapan masak, perlengkapan makan serta bahan 
baku yang digunakan untuk membuat soto dan lain-lain. 
5. Bagaimana sistem pembayaran Franchise fee yang ibu bayarkan kepada 
franchisor? 
Jawab: Sistem pembayaran franchise fee saya lakukan dengan dua kali 
pembayaran. Pembayaran pertama sebesar 50% yang dibayarkan pada saat 
ditandatanganinya kontrak kerjasama dan pembayaran kedua sebesar 50% 
yang dibayarkan pada saat pembukaan gerai. 
6. Bagaimana sistem pembagian royalty fee pada waralaba disini? 
  
 
Jawab: Pembagian royaltynya sebesar 50% dari penghasilan bersih perbulan 
yang sudah dikurangi untuk pembayaran karyawan, sewa ruko dan membayar 
bahan-bahan pembuatan soto yang dikirim dari pusat setiap paginya. 
7. Bagaimana tata cara pembayaran royalty fee, setiap tanggal berapa? 
Jawab: Royalty fee dibayarkan setiap tanggal 1. 
8. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya-biaya tersebut? 
Jawab: Mekanismenya dengan cara pengambilan langsung di setiap 
cabangnya. 
9. Berapa penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya? 
Jawab: Tidak tentu, tergantung ramai dan sepinya pembeli. 
10. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasamanya? 
Jawab: Pertama diadakan pertemuan antara saya dan Pak Andre, dilanjutkan 
dengan kesepakatan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. Lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama, 
kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian. Setelah itu baru diadakan 
pendampingan. Pendampingan tersebut berupa pelatihan selama satu bulan 
agar usaha yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan standar operasi 
manajemen Soto Seger Kartosuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 3 
Daftar wawancara dengan Ibu Sri Jartatik sebagai penerima waralaba 
(franchisee) Soto Seger Kartosuro yang beralamat di Jalan Kudu 
Banjardowo, No. 4, Sambungharjo, Genuk, Semarang 
1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui waralaba Soto Seger Kartasura? 
Jawab: Saya mengetahui waralaba Soto Seger Kartosuro dari kerabat saya 
yang kebetulan juga membuka waralaba Soto Seger Kartosuro. 
2. Kenapa anda memilih Soto Seger Kartasura sebagai Bisnis waralaba bapak 
/ibu?  
Jawab: Karena saya memang saya suka soto, selain itu saya juga hobi 
memasak. 
3. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerjasama dengan pihak Soto Seger 
Kartasura? Apakah bapak merasa di rugikan selama bekerjasama dengan 
pihak Soto Seger Kartasura, apa alasannya? 
Jawab: Saya membukai gerai mulai bulan Oktober 2016, dan selama 
bekerjasama dengan Soto Seger Kartosuro saya tidak pernah merasa 
dirugikan. 
4. Berapa jumlah franchise fee yang Bapak/Ibu bayarkan untuk bergabung 
dengan waralaba Soto Seger Kartasura? Serta untuk apa sajakah biaya yang 
dikeluarkan tersebut? 
Jawab: Franchise fee sebesar Rp.175.000.000,-. Dengan biaya tersebut saya 
mendapatkan ruko yang dicarikan ditempat yang strategis, karyawan, dan 
peralatan dapur seperti perlengkapan masak, perlengkapan makan serta bahan 
baku yang digunakan untuk membuat soto dan lain-lain. 
5. Bagaimana sistem pembayaran Franchise fee yang ibu bayarkan kepada 
franchisor? 
Jawab: Sistem pembayaran franchise fee saya lakukan dengan satu kali 
pembayaran. 
6. Bagaimana sistem pembagian royalty fee pada waralaba disini? 
  
 
Jawab: Pembagian royalty sebesar 50% dari penghasilan bersih perbulan 
yang sudah dikurangi untuk pembayaran karyawan, sewa ruko dan membayar 
bahan-bahan pembuatan soto yang dikirim dari pusat setiap paginya. 
7. Bagaimana tata cara pembayaran royalty fee, setiap tanggal berapa? 
Jawab: Royalty fee dibayarkan setiap tanggal 1. 
8. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya-biaya tersebut? 
Jawab: Mekanismenya dengan cara pengambilan langsung di setiap 
cabangnya. 
9. Berapa penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya? 
Jawab: Tidak tentu, tergantung ramai dan sepinya pembeli. 
10. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasamanya? 
Jawab: Pertama diadakan pertemuan antara saya dan Pak Andre, dilanjutkan 
dengan kesepakatan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. Lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama, 
kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian. Setelah itu baru diadakan 
pendampingan. Pendampingan tersebut berupa pelatihan selama satu bulan 
agar usaha yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan standar operasi 
manajemen Soto Seger Kartosuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 4 
Daftar wawancara dengan Bapak Wisnu sebagai penerima waralaba 
(franchisee) Soto Seger Kartosuro yang beralamat di Jalan Depok, No. 11, 
Kembangsari, Semarang Tengah, Kota Semarang 
1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui waralaba Soto Seger Kartasura? 
Jawab: Saya mengetahui waralaba Soto Seger Kartosuro dari Pak Andre 
sendiri yang menawarkan ke saya. 
2. Kenapa anda memilih Soto Seger Kartasura sebagai Bisnis waralaba bapak 
/ibu?  
Jawab: Awalnya Cuma coba-coba saja selain itu saya juga sudah mengenal 
pemiliknya. 
3. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerjasama dengan pihak Soto Seger 
Kartasura? Apakah bapak merasa di rugikan selama bekerjasama dengan 
pihak Soto Seger Kartasura, apa alasannya? 
Jawab: Saya membukai gerai mulai bulan Januari 2017, dan selama 
bekerjasama dengan Soto Seger Kartosuro saya tidak pernah merasa 
dirugikan. 
4. Berapa jumlah franchise fee yang Bapak/Ibu bayarkan untuk bergabung 
dengan waralaba Soto Seger Kartasura? Serta untuk apa sajakah biaya yang 
dikeluarkan tersebut? 
Jawab: Franchise fee sebesar Rp.175.000.000,-. Dengan biaya tersebut saya 
mendapatkan ruko yang dicarikan ditempat yang strategis, karyawan, dan 
peralatan dapur seperti perlengkapan masak, perlengkapan makan serta bahan 
baku yang digunakan untuk membuat soto dan lain-lain. 
5. Bagaimana sistem pembayaran Franchise fee yang ibu bayarkan kepada 
franchisor? 
Jawab: Sistem pembayaran franchise fee saya lakukan dengan satu kali 
pembayaran. 
6. Bagaimana sistem pembagian royalty fee pada waralaba disini? 
  
 
Jawab: Pembagian royaltynya sebesar 50% dari penghasilan bersih perbulan 
yang sudah dikurangi untuk pembayaran karyawan, sewa ruko dan membayar 
bahan-bahan pembuatan soto yang dikirim dari pusat setiap paginya. 
7. Bagaimana tata cara pembayaran royalty fee, setiap tanggal berapa? 
Jawab: Royalty fee dibayarkan setiap tanggal 1. 
8. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya-biaya tersebut? 
Jawab: Mekanismenya dengan cara pengambilan langsung di setiap 
cabangnya. 
9. Berapa penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya? 
Jawab: Tidak tentu, tergantung ramai dan sepinya pembeli. 
10. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasamanya? 
Jawab: Pertama diadakan pertemuan antara saya dan Pak Andre, dilanjutkan 
dengan kesepakatan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. Lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama, 
kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian. Setelah itu baru diadakan 
pendampingan. Pendampingan tersebut berupa pelatihan selama satu bulan 
agar usaha yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan standar operasi 
manajemen Soto Seger Kartosuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 5 
 
Gambar 1. Warung Soto Seger Kartosuro 
 
 
Gambar 2. Salah Satu Warung Waralaba Soto Seger Kartosuro 
 
 
  
 
Lampiran 6 
 
Gambar 3. Wawancara dengan salah satu franchisee Soto Seger Kartosuro 
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